
DAFTAR PUSTAKA 
 

Ali Tafriji Biswan & Iklima Devi Grafitanti, 2021. Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis 
Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. Jurnal 
Manajemen Perbendaharaan, Politeknik Keuangan Negara STAN, Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara. Hal. 37-38. 

 
Ana Sopanah dan Harnovinsah, 2023. Perencanaan Pembangaunan Daerah. Scopindo 

Media Pustaka, Surabaya. 
 
Arison Nainggolan, 2016. Pengangaran Berbasis Kinerja Dan Upaya Mewujudkan Good 

Government Governance. Jurnal Ilmiah Methonomi, Universitas Methodist 
Indonesia. Hal. 75. 

 
Budi Mulyana, 2010. Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Kemeterian Keuangan, 
Jakarta. 

 
Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2014). Bagaimana Pendekatan 

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Diimplementasikan Agar Meningkatkan 
Kualitas Anggaran Publik. Available from: https://djpb.kemenkeu.go.id [Accessed on 
14 December 2024] 

 
Fidelia Conny Dondan, 2021. Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Serta 

Implikasinya Terhadap Capaian Kinerja Pada Kabupaten Toraja Utara. Tesis Program 
Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. 

 
Haerana & Burhanuddin, 2022. Manajemen Pelayanan Publik Konseptual, Teoretis Dan 

Faktual. CV. Widina Media Utama, Bandung. 
 
Hasibuan, Malayu S.P., 1984. Manajemen dasar, pengertian dan masalah. Penerbit Gunung 

Agung, Jakarta. 
 
I Made Adnyana, 2020. Penganggaran Perusahaan. Lembaga Penerbitan Universitas 

Nasional (LPU-UNAS), Jakarta Selatan. 
 
Kemal Idris, 2018. Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Pemerintah Kota 

Depok. Magister Administrasi Publik Universitas Djuanda, Bogor. 
 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP (BPK) tahun 2020. Laporan Hasil Reviu atas 

Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020.  
 
M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Ar-ruzz Media, 

Jogjakarta. 
 
Mohamad Mahsun, 2019. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Universitas Terbuka, Banten.  
 
Mohamad Mahsun, 2019. Penganggaran Sektor Publik. Universitas Terbuka, Banten. 
Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B., 1989. Public Finance in Theory and Practice (Vol. 15, 

Issue 2). Mc Graw-Hill. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Standar Pelayanan Minimal. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan daerah 
 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021. Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal. 
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pedoman Penyusunan APBD Tahun 

Anggaran 2025. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan Dana 

Alokasi Umum. 
 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 32 tahun 2023. 

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 
 
Sri Endang Mulyati, 2010. Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Bidang 

Pendidikan Di Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Tesis Program Pascasarjana 
Universitas Indonesia, Jawa Barat. 

 
Suhartina M., 2021. Analisis Konsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Bidang 

Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021. Tesis Program 
Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar. 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara. 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan Publik. 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah. 
 
Undang-undang Nomor 1 tahun 2022. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 
 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional. 
 
Vincent Gaspersz, 2004. Perencanaanstrategik Untukpeningkatan Kinerja Sektor Publik 

(Suatu Petunjuk Praktek). PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

 


